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P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama telah mejatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

NGAWI., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

Anika Triyatno, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum, yang

berkantor  di  Sambirejo  RT  002  RW  007,  Kecamatan

Mantingan,  Kabupaten  Ngawi,  email

atriyatno440@gmail.com  berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam register

surat kuasa Nomor 19/Kuasa/01/2024/PA.Ngw tanggal 08

Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  Pendidikan  SLTP,  pekerjaan

xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di  Dusun Demping RT.005

RW.006,  xxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

 Pengadilan Agama tersebut;

 Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

 Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024

yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

31/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut :
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1. Bahwa  pada  tanggal  18  Oktober  2013  telah  dilangsungkan

perkawinan antara Penggugat (Janda satu anak) dengan Tergugat (Jejaka)

yang  dilaksanakan  menurut  hukum dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran

Agama  Islam.  Perkawinan  tersebut  telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan

Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi, dengan register

No. 579/ 52/ X/ 2013;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi;  

3. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul  sebagaimana  layaknya  suami  -  isteri  (ba'da  dukhul)  dan

dikaruniai seorang anak bernama;  xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur

7 tahun (Ngawi, 15-01-2016). Dan saat ini anak tersebut bersama dengan

Penggugat;  

4. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah

tangga  dengan  Tergugat  hanya  berlangsung  sampai  bulan  Juni  2020,

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah

karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan dan

pertengkaran secara lisan terus menerus dan tidak bisa dirukunkan lagi;  

5. Bahwa percecokan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan

Tergugat  karena  masalah  ekonomi  yang  dimana  Tergugat  tidak  mau

bekerja  untuk  mencukupi  kebutuhan  keluarga  (baik  istrinya  maupun

anaknya);  

6. Bahwa  percecokan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  memuncak  pada  bulan  Desember  2020,  Tergugat  pergi

meninggalkan  Penggugat  dan  kembali  ke  rumah orang  tuanya  di  xxxxx

xxxxxxx  xx  xxx  xx  xxx,  xxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  Kabupaten

Magetan sampai saat ini kurang lebih 3 tahun hidup berpisah dan sudah

tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;  

7. Bahwa untuk mempertahankan hidup dan tumbuh kembang anaknya

Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut;  
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8. Bahwa atas permasalahan sebagaimana dalam posita nomor 4, 5, 6

dan  7  Penggugat  telah  mencoba  memusyawarahkan  dengan  keluarga

Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi

menyelamatkan  perkawinan,  namun  usaha  tersebut  tidak  membuahkan

hasil;  

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-  Undang  No.1

tahun 1974 Jo.  Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116;  

Berdasarkan  alasan  /  dalil  â€“  dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Ngawi  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa

Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari

2024 Nomor 19/Kuasa/01/2024/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan

Pengadilan Agama Ngawi tanggal 08 Januari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal

Advokat  (KTPA)  atas  nama  Anika  Triyatno,  S.H.I  yang  dikeluarkan  oleh

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI)

Nomor 1700793 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan

Tinggi Surabaya Nomor 302/HK.ADV/7/2017/ PT SBY tanggal 08 Juli 2017

Bahwa pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditentukan,  Kuasa  Penggugat

hadir  menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

dan  tidak  menyuruh  seseorang  sebagai  wakilnya  untuk  menghadap  sidang,

sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak

jadi bercerai akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya tidak mau rukun
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dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti

berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK

3521116312880001 tanggal  23 Pebruari  2002 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx

Bukti  fotokopi  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

telah  di-nazagelen,  kemudian  diberi  kode  (P.1).  diberi  tanggal  dan

paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedunggalar Kabupaten

Ngawi  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  579/  52/  X/  2013  tanggal  18

Oktober  2013.  Bukti  fotokopi  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh

Majelis  Hakim  dicocokkan  dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai

dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi  kode (P.2).

diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;, 

B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal  di  KABUPATEN  NGAWI,  bahwa  saksi  adalah  Ibu  kandung

Penggugat,  dibawah sumpahnya saksi  meberikan keterangan sebagai

berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami isteri yang sah;

 Bahwa  sebelum  menikah  dengan  Penggugat,  Tergugat

berasal dari KABUPATEN MAGETAN.;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di rumah orangtua Penggugat;

 Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai seorang anak;
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 Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Juni 2020 rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  mulai

goyah;

 Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  sebab  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tiap hari;;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

 Bahwa  Penggugat  tetap  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat,  sedangkan  Tergugat  pulang  ke  rumah  orang  tua

Tergugat

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  menasehati

Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan

Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal  di  KABUPATEN  NGAWI,  bahwa  saksi  adalah  tetangga

Penggugat,  dibawah sumpahnya saksi  meberikan keterangan sebagai

berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami isteri yang sah;

 Bahwa  sebelum  menikah  dengan  Penggugat,  Tergugat

berasal dari KABUPATEN MAGETAN.;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di rumah orangtua Penggugat;

 Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai telah dikaruniai seorang anak;

 Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Juni 2020 rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  mulai

goyah;
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 Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  sebab  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  dikarenakan  Tergugat  tidak  dapat

memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga

tiap hari kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

 Bahwa  Penggugat  tetap  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat,  sedangkan  Tergugat  pulang  ke  rumah  orang  tua

Tergugat

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  menasehati

Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan

Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua

orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  sesuatu  yang

berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan

perkara  ini  yang  dianggap  telah  termasuk  dan  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai diatas;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain

sebagai  wakilnya  atau  kuasanya  untuk  menghadiri  sidang,  sedang  tidak

ternyata  ketidak  hadiran  Tergugat  tersebut  dengan  alasan  yang  sah,  pula

gugatan Penggugat beralasan  dan tidak melawan hak, maka perkara ini dapat

diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa  Majelis  hakim  telah  memberi  nasehat  kepada

Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak
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berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal

adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah bersifat

imperatif  oleh karena itu meskipun Tergugat tidak hadir,  terhadap Penggugat

dibebankan pembuktian;

Menimbang,  bahwa untuk  meneguhkan dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1)

adalah bukti  yang menunjukkan Penggugat bertempat tinggal  dalam wilayah

yuridiksi  Pengadilan  Agama  Ngawi,  maka  terhadap  gugatan  yang  diajukan

Penggugat,  Pengadilan  Agama  Ngawi  berwenang  untuk  memeriksa  dan

mengadili gugatan tersebut;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2)

adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna  dan  mengikat  maka  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  menyatakan

antara  Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  disamping

mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan

alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di

bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah

bukan orang yang dilarang menjadi  saksi,  memberikan keterangan di  depan

sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi

syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah

memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan

atas  pengetahuannya  sendiri,  keterangan  mana  antara  satu  dengan  yang

lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu

telah memenuhi syarat materiil saksi;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh

Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim

telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

 Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;

 Bahwa  sejak  sekitar  Juni  2020  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  mulai  goyah  mulai  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  bentuk  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;

 Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Tergugat  tidak

mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tiap hari;;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

 Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar

bersabar  dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi  tidak

berhasil; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan di  atas,  maka alasan

perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.  Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal  116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam telah

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman

248 yang berbunyi sebagai berikut : 

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti

bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau
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berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang

kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu

lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat,

kemudian  Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka

Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Penggugat;   

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram

susunan Syekh Majdi yang menyatakan : 

Artinya : Apabila  ketidak senangan si  Isteri  kepada suaminya sudah sangat

memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak

satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  semua  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara'

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 
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3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shugraa  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp310000,00 ( tiga ratus sepuluh ribu  rupiah); 

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal              23

Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh

kami Drs. Chairul Anwar, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta              Drs. H.

Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing

sebagai  Hakim  Anggota,  dengan  dibantu  oleh  Khoirurrozi,  S.Sy.  sebagai

Panitera  Pengganti  putusan mana pada  hari  itu  juga diucapkan oleh  Ketua

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  oleh para Hakim

Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Penggugat secara elektronik tanpa

kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

ttd ttd

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:
1. PNBP
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 a. Pendaftaran Rp. 30.000,- Untuk salinan
b. Panggilan Pertama P dan T Rp. 20.000,- Pengadilan Agama Ngawi
c. Redaksi Rp. 10.000,- Panitera,

2. Biaya Proses Rp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 40.000,-
4.
5.

Sumpah
Meterai

Rp.
Rp.

100.000,-
10.000,-

Jumlah Rp. 310.000,- .

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
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